IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TANAH KAS DESA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 48 TAHUN 2017

(Studi Kasus Di Desa Krembangan Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Salsabilla Nur Sahara Davigna

NIM. 05020722071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum
Surabaya

2026



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Fakultas/Prodi
Judul

: Salsabilla Nur Sahara Davigna
NIM : 05020722071

Syariah dan Hukum/ Hukum

Implementasi Sertifikasi Tanah Kas Desa Berdasarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 (Studi
Kasus di Desa Krembangan Sidoarjo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah

penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah

hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i

Surabaya, 13 Mei 2026
Yang menyatakan,

2 S
;3,_31: @ "‘. ;

METERAI
TEMPEL
JANX410578199

Salﬁébilla Nur Sahara Daviqna
NIM. 05020722071




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Salsabilla Nur Sahara Davigna
NIM : 05020722071
Judul : Implementasi Sertifikasi Tanah Kas Desa Berdasarkan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 (Studi Kasus
Di Desa Krembangan Sidoarjo)
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang

munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 Mei 2026
Pembimbing,

Dr. Riza Muftazam Luthfy, M. H.
NIP. 198611092019031008

111



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Salsabilla Nur Sahara Davigna
NIM. : 05020722071

Judul : Implementasi Sertifikasi Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa
Krembangan Sidoarjo)
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis,
tanggal 04 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji |

Penguji 11

Dr. Arif Wijaya, S.H, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV -~

V
Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn. Ibny Mardiyanto, M.H.
NIP. 197903312007102002 NIP. 198703152020121009

Surabaya, 04 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
iye -w--. Negeri Sunan Ampel

v



LEMBAR PUBLIKASI

[/q KEMENTERIAN AGAMA
\Glﬁ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
b‘/J PERPUSTAKAAN

JL. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

NAN
UIN SUNAN AMPEL E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

SURAB

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salsabilla Nur Sahara Davigna
NIM : 05020722071
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address  : salsabilla.nur23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

f Sekdpsi [ Tesis O3 Desertasi &) Lato-hain (oveoesiessesesisonssssessonsions )
yang begjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lin secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dad saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini.
Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2026

Penulis

——

(Salsabilla Nur Sahara Davigna)



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sertifikasi tanah kas desa
sebagai bentuk pengamanan hukum aset desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa.
Namun, pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa di Desa Krembangan belum
sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan
dua permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan sertifikasi tanah kas desa
berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 dan peraturan
perundang-undangan terkait, serta bagaimana implementasi sertifikasi tanah kas
desa di Desa Krembangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krembangan,
sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan
perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara
induktif menggunakan Teori Pendaftaran Tanah (Boedi Harsono), Teori
Pengelolaan Aset Publik (Sandi Fahlepi), dan Teori Kepastian Hukum (Sudikno
Mertokusumo).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sertifikasi tanah kas desa
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar
hukum bagi perlindungan dan pengamanan aset desa. Namun, implementasi
sertifikasi tanah kas desa di Desa Krembangan belum berjalan optimal. Hambatan
yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data yuridis dalam Buku Letter C dengan
kondisi lapangan, belum terpenuhinya persyaratan data fisik yang ditentukan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN), keterbatasan kapasitas aparatur desa di bidang
pertanahan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dan Kantor
BPN Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini'menyarankan beberapa hal. Bagi
Pemerintah Desa Krembangan, perlu segera menyusun roadmap sertifikasi tanah
kas desa yang terstruktur, melakukan inventarisasi ulang Buku Letter C, serta
meningkatkan kompetensi aparatur desa di bidang pertanahan. Bagi Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, perlu memberikan pembinaan dan fasilitasi teknis yang lebih
intensif kepada pemerintah desa serta melakukan evaluasi berkala terhadap
pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017. Bagi Kantor BPN Kabupaten
Sidoarjo, perlu meningkatkan koordinasi proaktif dengan pemerintah desa dan
memprioritaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang
mencakup aset tanah kas desa sebagai objek pendaftaran.
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